ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Upaya Pencegahan Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) oleh Polrestabes Palembang. Belakangan ini kejahatan terhadap anak justru terkesan makin luas, baik jenis, jumlah dan daya rusaknya. Membuat masyarakat terpengaruh atas buruknya perlindungan terhadap anak-anak Indonesia berdasarkan publikasi Woman’s Crisis Center (WCC) pihaknya telah melakukan pendampingan 113 kasus selama tahun 2020. Oleh karena itu sebagai negara hukum sudah selayaknya dan sepantasnya pemerintah baik Kabupaten/ Kota dan, aparat penegak hukum (Kepolisian) harus lebih tegas menindak lanjuti kasus eksploitasi anak. Dalam skripsi ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut; Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK) oleh pihak kepolisian (studi di POLRESTABES Palembang) dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK).
Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian kualitaif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kepustakaan, dan wawancara langung dengan pihak kepolisian POLRESTABES Palembang yaitu bapak Bapak Akamil
S.H dan Bapak Prisli Novansyah, S.H selaku bagian satreskrim.
Hasil penelitian didapati salah satu upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK), pihak kepolisian di POLRESTABES Palembang yaitu dengan upaya Preemtif dengan memberi sosialisasi pada masyarakat khususnya anak dan orangtua serta memberikan pemahaman agar masyarakat tidak terpengaruh dengan modus-modus yang di berikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian upaya Preventif berupa kegiatan khusus agar mengurangi dan memberantas apa yang penyebab eksploitasi anak, melakukan pengawasan dan penyitaan peredaran film-film porno dan hal lain berbau pornografi, melakukan bimbingan dan penyuluhan masyarakat, sosialisasi ke sekolah-sekolah.Upaya repesif memaksimalkan fungsi sanksi maksimal di koridor penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sosial dan spiritual pada pelaku maupun yang membantu. Dalam hukum Islam tindak pidana eksploitasi seksual termasuk dalam jarimah ta‘zir yang mana tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).
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